BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang : a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ‘membentuk  Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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U“da“G‘Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 téntang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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710. Peraturan Pemerintah Nom

11.

12.

13.

14.

or 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

akil Kepala Daerah (Lembaran

Keuangan Kepala Daerah dan W
esia Tahun 20

Nomor 4028);

00 Nomor 210, Tambahan

Negara Republik Indon

Lembaran Negara RepubliK Indonesia
ah Nomor 24 Tahun 2004 tentan

an Perwaldlzn

Tahun 2004

g Kedudukan

Peraturan Pemerint

Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dew

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
a telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

emerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentzns
ewan

Nomor

4416) sebagaiman
Peraturan Pemerintah
Ketiga Atas Peraturan P

Kedudukan Protokoler dan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In
Tambahan Lembaran Negara Repu

Keuangan Pimpinan dan Anggota D
donesia
Tahun 2007 Nomor 47, bhk

Indonesia Nomor 4712);
r 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Umum (Lembaran Negara Repubhk

Negar

Feraturan Pemerintah Nomo

Keuangan Badan Layanan
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
TR 1

Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonosi
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51585);
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15. Peraturan Pemerintah Nomo

16.

17.

18.

19.

20;

21,

r 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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e —— . 22_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
541);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Nomor 02);

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 83);
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28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan  Daecrali Nomor 5 Tahun 2017 tentang  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah  Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 91);

Dengan Persetyjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Menetapkan :

dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018
berupa Laporan Keuangan vang memuat:

(2)

@ ™o oA o

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.743.235.708.137,33
b. Belanja Rp. 1.817.928.313.612,34
Surplus/defisit (Rp.  74.692.605.475,01)
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| c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 148.129.520.211,55

- Pengeluaran Rp. /.600.000.000 .00

Surplus/defisit Rp. 141.529.520.211,55
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dzlam Pzsz]
2 sebagai berikut:
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan  sgjumlzh
Rp.51.995.939.660,74 dengan rincian sebagai berikut;

a. Anggaran pendapatan Rp. 1.795.231.647.798,07
setelah perubahan

b. Realisasi Rp. 1.743.235.708.137.33

Selisih lebih Rp. 51.995.939.660,74

(2) Selisih Anggaran dengan  Realisasi Belanja sejumlan

Rp.118.062.852.838,32 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.935.991.166.230,66

b. Realisasi Rp. 1.817.928.313.612.34
Selisih kurang Rp. 118.062.852.838,32

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.66.066.913.177,58 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 140.759.518.652,59)

b. Realisasi (Rp. 74.692.605.475.01)
Selisih kurang (Rp. 66.066.913.177,58)
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayvaan
sejumlah (Rp.80.001.659,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp. 148.059.518.652,59
b. Realisasi Rp. 148.139.520.311,59
Selisih kurang (Rp. 80.001.659,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiavaan
scjumlah Rp, 700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.300.000.000,00
b. Realisasi Rp. 6.600.000.000,00
Selisih kurang Rp. 700.000.000,00
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(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp.780.001.659,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah
Rp. 140.759.518,652,59

RD. 141.539.520.211,59
Rp. 780.001.659,00

perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 147.309.518.652,59

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Rp. 147.309.518.652,59

Pembiayaan Tahun Berjalan

Sub Total Rp. 0,00
c. Silpa/Sikpa Rp. 66.846.914.836,58
Sub Total Rp. 66.846.914.836,58
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Koreksi Silpa Kas di Bendahara JKN Rp. 0,00
f. Koreksi Silpa Kas di Bendahara BOS
(saldo kas TA. 2018) Rp. 0,00
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 66.846.914.836,58
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018

sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.774.025.012.616,02
b. Beban Rp. 1.539.574.591.042,00
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Rp. 234.450.421.574,02

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional (Rp. 8.823.901.159,89)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp.  225.626.520.414,13
e. Pos Luar Biasa (Rp. 1.226.970.000,00)
Surplus - LO Rp. 224.399.550.414,13
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Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal
- Koreksi Saldo Awal
Saldo Ekuitas awal setelah Koreksi
b. Surplus/Defisit LO
c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir

Pasal 7
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal
Desember Tahun 2018 sebagai berikut:
a. Jumlah Asset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

Fasal 8

Rp. 2.294.784.813.985,52
Rp. 0,00
Rp. 2.294.784.813.985,52
Rp. 224.399.550.414,13

Rp. 4.088.727.664,03
Rp. 2.523.273.092.063,68

1 ayat (1) huruf e per 31

Rp. 2.524.415.074.449 68
Rp. 1.141.982.386,00
Rp. 2.523.273.092.063,68

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai

berikut:
a. Saldo kas awal
per 1 Januari tahun 2018

b. Arus kas dari aktivitas operasi

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset
non keuangan

. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Arus kas dari aktivitas non anggaran
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas Lainnya

. Saldo Akhir Kas

R ™Moo oQ

Pasal 9

Rp. 147.309.518.652,59
Rp. 321.962.848.557,03

(Rp. 403.255.454.032,04)

Rp. 830.001.659,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 65.052.854,00

Rp.  66.911.967.690,58

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)

huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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g Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang befum diselesaivan
dalam tzhun anggaran berilcutnya

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuzngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

(2) terdiri dari:

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Uszha Milik Daerah/Perusahzan
Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b.IkhtisarLaporanKeuanganDesammmdalamLampi:anXXI

-
avat

_ Pasal 12
Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanazn APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APRD.

Pasal 13
PeranranDacrahinimulaibeﬂakupadatan@ldhmdangkan_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 12 Agustus 2019

Hj. IND MAY:

NTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 12 Agustvs 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

W
H.M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR .3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BA.RAT:16 TAHUN 2019
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